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RILIS DKPP

DKPP Jatuhkan Sanksi Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu Kepada

Koordinator Sekretariat Bawaslu Empat Lawang

Jakarta, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan
sanksi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu kepada Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Aldiwan Haira Putra, karena terbukti melanggar
Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara 65-PKE-DKPP/1/2025.

Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan
putusan untuk sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa
(16/9/2025).

“‘Menjatuhkan sanksi ‘Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu’ kepada teradu
Aldiwan Haira Putra selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat
Lawang terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” ungkap Heddy Lugito saat
membacakan putusan untuk perkara nomor: 65-PKE-DKPP/1/2025.

Teradu (Aldiwan Haira Putra) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
diperbantukan menjadi Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang
terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak pantas dan tidak patut

terhadap pengadu.

Anggota Majelis, | Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan sesuai fakta
persidangan, teradu dan pengadu sudah melakukan hubungan layaknya suami istri
lebih dari sepuluh kali dengan iming-iming akan dinikahi. Lebih dari itu, hubungan

tersebut dilakukan dengan cara yang tidak pantas dan tidak patut.

“Perbuatan layaknya hubungan suami istri antara teradu dengan pengadu juga
dilakukan ketika sedang melaksanakan tugas dinas sebagai Koordinator Sekertariat
Bawaslu Kabupaten Empat Lawang yang menggunakan pembiayaan dari anggaran

negara,” paparnya.

Raka Sandi menambahkan, tindakan tersebut telah mencoreng nama lembaga dan
memiliki dampak negatif yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra,
kepercayaan, dan nama baik Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Empat

Lawang.

Teradu terbukti melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a dan huruf g
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk sembilan perkara yang

melibatkan 40 penyelenggara pemilu.

Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan (1), peringatan keras

(2), dan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu (1). Serta terdapat 36

penyelenggara pemilu yang direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti

melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis, didampingi Anggota

Majelis antara lain J. Kristiadi dan | Dewa kade Wiarsa Raka Sandi. [Rilis Humas

DKPP]
PERKARA YANG DIPUTUS PADA 16 SEPTEMBER 2025

NO NOMOR PERKARA TERADU PUTUSAN

1. 65-PKE-DKPP/1/2025 Aldiwan Haira Putra Tidak Layak Menjadi
(Koordinator Sekretariat Penyelenggara Pemilu
Bawaslu Kabupaten Empat
Lawang)

2. 98-PKE-DKPP/111/2025 1. Kurniawan 1. Rehabilitasi
2. Muhammad Sarkani 2. Rehabilitasi
3. Ahmad Naafi 3. Rehabilitasi
4. Massuryati 4. Rehabilitasi
5. Ardiyanto 5. Rehabilitasi
(Ketua dan Anggota Bawaslu 6. Rehabilitasi
Provinsi Sumatera Selatan) 7. Rehabilitasi
6. Eskan Budiman 8. Rehabilitasi
7. Eko Leo Agustalia 9. Rehabilitasi
8. Ongki Pernandes 10. Rehabilitasi
9. Riantra Jaya
10. Hendra Gunawan
(Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Empat Lawang)

3. 115-PKE-DKPP/111/2025 1. Nataluis Tabuni 1. Rehabilitasi
2. Hesir Tabuni 2. Rehabilitasi
3. Marten Kogoya 3. Rehabilitasi
4. Hengki M. Tinal 4. Rehabilitasi
(Ketua dan Anggota KPU 5. Rehabilitasi
Kabupaten Puncak) 6. Rehabilitasi
5. Yorince Wanimbo 7. Rehabilitasi

6. Fredi Wandikbo

7. Denus Newagalen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NOMOR PERKARA TERADU PUTUSAN
(Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Puncak)

4, 123-PKE-DKPP/IV/2025 | 1. Dete Abugau 1. Rehabilitasi
2. Hironimus Kia Ruma 2. Rehabilitasi
3. Fransiskus Xaverius Ama 3. Rehabilitasi

Bebe Bahy 4. Rehabilitasi

4. Budiono 5. Rehabilitasi
5. Delince Somou 6. Rehabilitasi
(Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Mimika)
6. Antonius Jamawe
(Ketua PPD Tembagapura)

5. 129-PKE-DKPP/IV/2025 | Rodi Karnain Rehabilitasi
(Ketua Bawaslu Kabupaten
Empat Lawang)

6. 131-PKE-DKPP/IV/2025 | Obet Cawer Rehabilitasi
(Ketua Bawaslu Kabupaten
Sarmi)

7. 135-PKE-DKPPI/IV/2025 | 1. Joey Nicolas Lawalata 1. Peringatan
2. Asdar Djabbar 2. Rehabilitasi
3. Yulens Sirmumen Rumere 3. Rehabilitasi
4. Muhammad Mansur 4. Rehabilitasi
5. Aprince Rumbewas 5. Rehabilitasi
(Ketua dan Anggota KPU 6. Peringatan Keras
Kabupaten Biak Numfor) 7. Rehabilitasi
6. Freddy The 8. Rehabilitasi
(Sekretaris KPU Kabupaten 9. Rehabilitasi
Biak Numfor)
7. Simon Yason Mandowen
8. Lydia Ingrid Wakum
9. Dahlan
(Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Biak Numfor)

8. 156-PKE-DKPP/V/2025 1. Yohanis Richard Yenggu 1. Rehabilitasi
2. Harris Everdson Karubaba 2. Rehabilitasi
3. Syahrir Rachman 3. Rehabilitasi
4. Muhammad Sadam 4. Rehabilitasi

Rengiwur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NOMOR PERKARA TERADU PUTUSAN
(Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Sarmi)

9. 157-PKE-DKPP/V/2025 Obet Cawer Peringatan Keras

(Ketua Bawaslu Kabupaten

Sarmi)

Sekretaris DKPP,

Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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